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ABSTRAK
Nowadays,  development is one of the important aspects and have  been an international agenda. In 2004,

Indonesia was hit by tsunami that caused damage to various aspects of life in Aceh, it certainly would hamper
development in Indonesia. This disaster attracted sympathy from other countries to assist Indonesia in

reconstruction  of Aceh post tsunami. One of them is Australia with its development agency AusAID (Australian
Agency for International Development). AusAID as the Australian government development agencies that play
roles in international development. AusAID as the Australian development agency has provided ODA (Official

Development Assistance) bilaterally to Indonesia. The aid later formed a partnership AIPRD (Australia-Indonesia
Partnership for Reconstruction and Development) aimed at the develop and reconstruction of Aceh after the

disaster. This aid distributed to develop all sectors such as education, health, governance, livelihoods, housing
and infrastructure. This study aims to describe the roles of Australia in the process of development and

reconstruction of Aceh post tsunami through AIPRD program in the year 2005-2009.
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1. PENDAHULUAN
1.1  LATAR BELAKANG

Hubungan bilateral antara Australia
dengan Indonesia mengalami pasang surut dari
tahun 1990 hingga 2013 (Najhib, 2014). Akan
tetapi, dalam perkembangannya hubungan
bilateral antara Australia dan Indonesia
mengalami peningkatan pada bidang
kemanusiaan. Salah satu contohnya adalah
ketika peristiwa tsunami yang melanda
Nanggroe Aceh Darrusalam (NAD). Bencana
tsunami tersebut terjadi pada tanggal 26
Desember 2004 dan merupakan gelombang
terparah yang pernah menghantam Indonesia
dengan korban jiwa mencapai 500.000 orang.

Akibat bencana tersebut Indonesia
banyak kehilang sarana dan fasilitas umum
seperti fasilitas umum jalan, jembatan,
pelabuhan dan rumah sakit (AIPRD report,
2006). Indonesia berada pada peringkat
pertama dengan kerusakan 167.736 disusul
Srilanka dengan kerusakan 35.322 dan India
pada peringkat ketiga dengan kerusakan 18.045

(Srivichai, Supharatid & Imamura, 2007). Hal
tersebut disebabkan karena letak episentrum
gempa yang terlihat pada gambar sangat dekat
dengan Indonesia.



Gambar 1. Pusat gempa dan dampak
tsunami di Samudra Hindia.

Pasca bencana, pemerintah Indonesia
fokus untuk membangun segala kerusakan
infrastruktur. Pemerintah Indonesia mulai
melakukan pembangunan di Aceh pada
berbagai bidang kehidupan manusia seperti
kesehatan, pendidikan, infrastruktur perumahan,
dan pemerintahan. Peristiwa tersebut juga
membuat berbagai negara bersimpati untuk
memberikan bantuan dalam memulihkan
keadaan di Aceh. Salah satu negara yang
berperan dalam pembangunan Aceh adalah
Australia.

Kerjasama Australia-Indonesia dalam
bidang pembangunan telah terjalin sejak tahun
1950-an yang ketika itu didanai melalui Colombo
Plan (BAPPENAS, 2007). Australia juga
merupakan salah satu negara pendonor yang
tercatat pada Paris Declaration on Aid
effectiveness serta tergabung di dalam negara-
negara OECD (Organization for Economic Co-
operation and Development).

Peran serta Australia dalam
pembangunan di Aceh pasca tsunami dilakukan
melalui  agensi pembangunan Australia yang
bernama AusAID (Australian Agency for
International Development) dengan didasarkan
pada strategi pembangunan negara Indonesia.
Salah satu aspek yang menjadi fokus AusAID
yaitu dalam bidang pembangunan insfrastruktur
yang hancur akibat tsunami di Aceh. Melalui
program AIPRD (Australia-Indonesia
Partnership for Reconstruction and
Development) pemerintah Australia

bekerjasama dengan pemerintah Indonesia
(government to government) dalam proses
pembangunan dan rekonstruksi Aceh pasca
tsunami.

Bantuan finansial dalam program AIPRD
disalurkan kepada berbagai lembaga yang
memiliki peranan dalam rekonstruksi di Aceh.
Bantuan finansial ini sejumlah 1 milliar dolar
yang terbagi menjadi dua bentuk yaitu hibah
(grant aid) senilai 500 juta dolar dan 500 juta
dolar berupa pinjaman lunak (loan aid) jangka
panjang dan perjanjian ini memiliki jenjang
waktu selama lima tahun.

Program kerjasama tersebut akan
menangani berbagai sektor penting seperti
pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan.
Dalam pelaksanaannya Australia akan selalu
mengacu pada prosedur-prosedur panduan
AIPRD seperti membangun kemitraan yang
efektif dan melaksanakan program dengan
keunggulan-keunggulan.

Dalam pelaksanaannya Australia banyak
menemukan tantangan dalam proses
pembangunan. Salah satunya konflik
berkepanjangan yang membuat lemahnya
kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan
pemerintah. Selain itu pula, tidak terdapat
proyek–proyek pembangunan baik dari
pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat) ataupun lembaga bantuan asing
sebelum terjadinya bencana tsunami yang
kemudian membuat kedua pemerintah  harus
memulai bekerja dari awal “titik nol”. Kerusakan
Infrastruktur akibat tsunami seperti jalan, juga
menjadi salah satu hambatan dalam
menjalankan program-program pembangunan
(AIPRD report, 2008).

1.2 Kerangka Konseptual
1. Konsep Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri menurut Perwita &
Yani, (2005) merupakan salah satu instrumen
kebijakan yang sering digunakan dalam
hubungan luar negeri untuk membantu negara-
negara yang memerlukan bantuan. Seperti
halnya Australia yang bersimpati untuk
memberikan bantuannya kepada Indonesia
pasca bencana tsunami. Bantuan luar negeri
(foreign aid) sendiri dapat didefinisikan sebagai
tindakan-tindakan negara, masyarakat
(penduduk), atau lembaga-lembaga masyarakat
atau lembaga-lembaga lainnya yang berada
pada suatu negara tertentu ataupun pasar
tertentu di luar negeri, memberikan bantuan

berupa pinjaman, hibah atau penanaman modal
mereka kepada pihak tertentu di negara lainnya
(Ikbar, 2006, hal. 187-188).

Pada penelitian ini bantuan luar negeri
yang diberikan oleh Australia melalui AusAID
bersifat Hibah (grant) dan pinjaman lunak (loan
aid) yang merupakan salah satu sifat dari
bantuan luar negeri. Hibah itu sendiri
merupakan pemberian yang terdiri dari
sumbangan berupa uang atau barang yang
biasanya ditunjukan untuk aktifitas sosial seperti
bencana alam (Ikbar, 2006). Sedangkan loan
aid merupakan bantuan pinjaman yang
diberikan oleh negara donor dengan syarat
tertentu.



Dalam proses penyaluran bantuan luar
negeri dapat dibagi menjadi dua yakni bilateral
dan multilateral. ODA (Official Development
Assistance) yang diberikan oleh Australia
kepada Indonesia melalui AusAID tergolong
bantuan yang disalurkan secara bilateral sebab
bantuan bilateral akan langsung diberikan
kepada negara berkembang.

2. Konsep Agensi Pembangunan

Pada proses pemberian bantuan luar negeri
terdapat beberapa aktor seperti negara dan
badan-badan milik negara atau agensi
pembangunan. Aktor yang terlibat dalam
bantuan pembangunan dapat dikelompokkan
berdasarkan perannya. Peranan dari aktor
tesebut yakni donor sebagai penyedia dana,
pelaksana yang menyediakan pelayanan jasa
dan penerima  yang menerima manfaat dari
dana dan jasa. Selain itu, dari segi status aktor-
aktor tersebut juga dapat dibedakan yakni
negara berdaulat dan agensi-agensi yang
berasosiasi dengan negara, dan organisasi non-
pemerintah (Tisch dan Wallace, 1994).

Peranan Australia dalam pembangunan di
Aceh pasca tsunami merupakan bantuan resmi
yang berasal dari negara (state). Dalam kasus
ini pemerintah Australia menyalurkan
bantuannya melalui AusAID sebagai agensi
pemerintah Australia yang melaksanakan
bantuan resmi bilateral. Indonesia sebagai
resipien yang menerima manfaat dari bantuan
yang diberikan oleh AusAID.

3. Konsep Pembangunan Pasca Bencana

Pembangunan memiliki pengertian yakni
menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi
setiap orang (Richard & Elaine, 2009).
Pembangunan juga sering berkaitan dengan
istilah pertumbuhan dari berbagai sektor. Terkait
dengan peristiwa yang terjadi di Aceh pada
tahun 2004 yakni gempa dan tsunami yang
merupakan salah satu bencana alam terbesar
yang membuat seluruh negara di dunia
menunjukan kepedulian mereka dalam proses
pembangunan infrastruktur di Aceh. Salah satu
dari negara tersebut adalah Australia.

Dilihat dari kerusakan pada bidang
infrastruktur sosial yang sangat parah, maka
tindakan rekonstruksi tidak bisa lepas dari
penyelesaian masalah tersebut. Rekonstruksi
sendiri memiliki pengertian sebagai tindakan
perbaikan dan pembangunan kembali prasarana
dan fasilitas umum (Sulistianto, 2013). Pada

kasus ini Australia akan melakukan tindakan
pembangunan yang mengarah pada kegiatan
rekonstruksi dengan melihat sasaran utama
yakni pembangunan kembali semua prasarana
dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca
bencana, baik pada tingkat pemerintahan
maupun masyarakat dengan sasaran utama
tumbuh dan berkembangnya kegiatan
perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya
hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran
serta masyarakat dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca
bencana (BNPB, 2007).

4. Konsep Peranan

Peranan itu sendiri memiliki definisi salah
satunya menurut Mocthar Mas’oed menyatakan
bahwa peranan adalah perilaku yang
diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang
menduduki suatu posisi. Ini adalah prilaku yang
dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan
sesuai dengan peran yang diharapkan dan
peran yang dijalankan (Perwita & Yani, 2006,
hal. 30). Pada konsep peranan ini agensi
pembangunan melakukan tindakan terkait fungsi
yang mereka jalani baik untuk meningkatkan
perekonomian di suatu daerah, atau membantu
dalam menentukan arah pembangunan.

5. Teori Development Intervention

Menurut Tiina Kontinen (2004), kata
intervensi dalam artian luas sering  dianggap
sebagai hal yang lebih baik untuk dihindari
karena dianggap cenderung berkaitan dengan
tindakan penyelesaian konflik, kekerasan,
maupun tindakan militer dan lainnya. Namun
pada sisi pembangunan kata intervensi
dikaitkan dengan upaya pembangunan,
kerjasama, kemitraan berkelanjutan. Hal ini
karena aktivitas pembangunan lebih
menekankan pada keterlibatan mereka dalam
kegiatan pembangunan dan pengembangan
kerjasama. Maka dari itu intervensi diperlukan
dalam bidang pembangunan suatu negara.
sesuai dengan asumsi dari Juhani Koponen
bahwa pembangunan di negara berkembang
tidak mungkin dapat direalisasikan tanpa
adanya intervensi dari pihak asing.

Teori ini memiliki relevansi pada penelitian
ini yakni untuk memahami fenomena tsunami
Aceh. Adanya intervensi dari Australia dalam
pembangunan Aceh pasca tsunami melalui
kerangka kerjasama AIPRD dilatar belakangi



oleh kemampuan yang kurang dari pemerintah
Indonesia dalam kegiatan pembangunan.

6. Teori Peranan Development Agency

Peranan dapat dikatakan sebagai suatu
organisasi yang memiliki bentuk struktur
lembaga untuk mencapai tujuan organisasi yang
telah disetujui bersama. Apabila struktur
tersebut menjalankan fungsi-fungsinya, maka
organisasi itu menjalankan peranan tertentu
(Perwita dan Yani, 2006 : 30).

Peranan pertama agensi pembangunan
menurut OECD adalah fungsi untuk melakukan
peranan ekonomi (economic roles). Tindakan
tersebut mengacu pada upaya untuk
membangun pasar di wilayah kerja mereka
seperti melibatkan intermediasi dengan
investasi, aset, infrastruktur, tanah, properti,
keuangan, perencanaan, dan pemasaran.
Peranan kedua yakni kepemimpinan (leadership
roles) pada dasarnya agensi pembangunan
memainkan peranan kunci dalam mendukung
rencana jangka panjang dan visi pembangunan
disebuah wilayah seperti memprioritaskan
kepentingan-kepentingan negara resipien.

Ketiga peranan tata kelola dan koordinasi
(governance and co-ordination roles), agensi
pembangunan akan membantu memfasilitasi
kegiatan dalam hal koordinasi untuk mencapai
tujuan strategi pembangunan dan mengatasi
kesenjangan yang ada antara pihak swasta dan
publik. Terakhir dari OECD peranan
pelaksanaan (implementation roles) agensi
pembangunan membantu penyusunan tim yang
berdedikasi serta mampu fokus dalam mencapai
target-target dari strategi pembangunan. Selain
keempat peranan tersebut OECD juga
mengatakan bahwa kepemerintahan di negara
berkembang biasanya memiliki kapasitas yang
kurang dalam membangun infrastruktur yang
dapat mendukung pertumbuhan di negara
mereka. Oleh karena itu, agensi pembangunan
sering juga dapat berperan sebagai fasilitator
atau sebagai katalis dalam mempercepat
pertumbuhan disuatu negara dengan
menyediakan infrastruktur( OECD, 2009).

Terdapat pula peranan lainnya yang
dikatakan oleh Tom Fox dan Dave Prescott
(2004). Agensi pembangunan akan mampu dan
sering menggandeng sebuah perusahaan dalam
sebuah kegiatan pembangunan di sebuah

wilayah. Fungsi kedua adalah membangun
kapasitas pemerintah dan kerangka kerja
pemerintahan umum. Fungsi agensi
pembangunan ini seperti melakukan sebuah
tindakan untuk memperkuat peraturan atau
hukum di negara mereka bekerja sehingga
dapat menciptakan iklim usaha yang
bertanggung jawab. Tindakan tersebut seperti
mendukung kapasitas para pembuat peraturan
dengan memberikan pelatihan.

Fungsi ketiga yakni membangun kapasitas
sektor swasta lokal, tenaga kerja dan
organisasi-organisasi masyarakat sipil termasuk
sebagai perantara (intermediaries). Agensi
pembangunan dapat mendukung lembaga-
lembaga tertentu dengan tujuan untuk
menciptakan kondisi usaha yang baik.
Lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi
perantara, penasehat, advokat ataupun
kelompok penekan sehingga tanggung jawab
perusahaan swasta dapat relevan dengan
konteks lokal. Fungsi keempat, agensi
pembangunan juga memiliki peranan dalam
meningkatkan kemampuan pasar lokal. Dengan
melakukan kerjasama dengan UKM (usaha kecil
menengah) dan LSM (lembaga swadaya
masyarakat) agensi pembangunan dapat
meningkatkan kapasitas pengusaha lokal untuk
dapat bersaing dan bertangung jawab.Fungsi
kelima adalah dalam memelihara dan
meningkatkan pertumbuhan di negara
berkembang, agensi pembangunan dapat
memberikan perannya dalam berinvestasi pada
kapasitas manusia dan kepemimpinan.

2.  KAJIAN PUSTAKA

Penelitian pertama yang penulis gunakan
adalah penelitian dari Yasuyuki Sawada pada
tahun 2011 yang berjudul “Economics of Official
Development Assistance : Views From Japan
and East Asia”. Tulisan Sawada (2011)
membahas tentang bantuan pembangunan atau
ODA (Official Development Assistance) yang
mampu meningkatkan tujuan-tujuan
pertumbuhan disuatu negara baik tidak ataupun
terkena bencana. Hal tersebut disebabkan
karena ODA memiliki peranan sebagai
instrumen penting bagi pembangunan pasca
bencana di negara penerima (resipient). Adapun
perbedaan penelitian ini adalah terletak pada
pendonor yang mana Sawada melihat negara
Jepang sedangkan penulis di Australia. Sawada
juga lebih melihat pada mekanisme transfer
ODA yang lebih efektif dalam rangka mengatasi



bencana sedangkan penulis melihat peranan
dari aktor pemberi bantuan dalam mengatasi
bencana. Maka tulisan Sawada relevan dengan
tema tulisan penulis yaitu membahas bantuan
pembangunan dari negara lain dalam
penanggulangan pasca bencana.

Adapun tulisan kedua yang penulis gunakan
adalah tulisan dari Monkonkorn Srivichai, Seree
Supharatid dan Fumihiko Imamura pada tahun
2007 yang berjudul “Recovery Process in
Thailand after the 2004 Indian Ocean Tsunami”.
Penelitian mereka menjelaskan tindakan yang
dilakukan oleh agensi pembangunan di Thailand
pasca bencana tsunami. Agensi pembangunan
tersebut seperti USAID dan JICA. Pada
peristiwa tersebut agensi pembangunan
melakukan pembangunan dalam hal
pencegahan bencana tsunami. tindakan
tersebut seperti pembangunan menara sirine
dan teknologi tinggi lainnya dalam
mengantisipasi tsunami. Maka terlihat
perbedaan penelitian tersebut dimana negara
penerima bantuan pembangunan yang berbeda
dan juga donor yang berbeda.

Tulisan ketiga yang penulis gunakan adalah
tulisan dari Sue Kenny pada tahun 2007 yang
berjudul “Reconstruction in Aceh: Building
whose Capacity?”. Tulisan ini menekankan pada
dampak dari bantuan yang diberikan oleh
berbagai donor yang membangun Aceh pasca
bencana. Dampak tersebut seperti dampak
positif dan negatif dari pembangunan tersebut.
Perbedaannya adalah tulisan ini adalah pihak
donor yang dilihat dari keseluruhan donor yang
ada. Penelitian ini juga lebih bersifat mengkritisi
dari adanya bantuan pembangunan. Berbeda
dengan penelitian penulis yang ingin melihat
peranan Australia dalam pembangunan di Aceh
pasca tsunami.

3. METODELOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode

penelitian kualitatif deskriptif untuk
mendiskripsikan peranan Australia dalam
pembangunan Aceh pasca bencana tsunami
melalui kerangka kerjasama AIPRD periode
2005-2009. Lokasi penelitian adalah cabang
AusAID di Indonesia. Sumber data yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder baik dari dokumen AusAID dan
pemerintah Indonesia serta Australia, selain itu
data yang terkait dengan studi ini, tesis, skripsi,
buku, jurnal, dan data lainnya di berbagai
website yang berhubungan dengan kegiatan

AusAID dalam peranan untuk pembangunan di
Aceh (Noor Juliansyah, 2011).

Unit analisis dari penelitian ini adalah
AusAID Sebagai agensi pembangunan
pemerintah Australia yang berfungsi sebagai
aktor pelaksana yang bertanggung jawab atas
bantuan luar negeri Australia. Teknik
pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti
dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan
yang data-datanya berupa data sekunder yang
berasal dari dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasca bencana tsunami di Aceh,

pemerintah Indonesia melakukan berbagai
tindakan dalam pembangunan kembali seluruh
kerusakan infrastruktur masyarakat. Dapat
diketahui kerusakan yang ditimbulkan oleh
tsunami pada bidang infrastruktur sosial
sangatlah banyak yakni sebesar 16.189
bangunan (World Bank, 2005). Selain kerugian
pada sektor fisik terdapat pula kerugian pada
sektor tenaga kerja atau SDM (sumber daya
manusia). Hal itu disebabkan oleh kematian dari
warga Aceh yang luar biasa banyak sekitar
167.000 jiwa (AIPRD, 2008). Dapat diketahui
dari kalkulasi kerugian yang diderita oleh
Indonesia yakni mencapai Rp 41,4 triliun atau $
4,5 miliar (McKeon, 2004). Selain Indonesia
terdapat pula negara lain yang terdampak oleh
tsunami di Samudera Hindia tersebut. Negara
itu seperti Thailand, India, dan Srilanka, namun
kerugian terparah diderita oleh Indonesia.

Adapun wilayah-wilayah Aceh yang
mengalami dampak yang cukup parah dari
tsunami yakni wilayah kabupaten yang
berhadapan langsung dengan perairan laut.
Kabupaten tersebut seperti Aceh Jaya, Aceh
Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh
Selatan, Aceh Singkil, dan Simeulue yang
berhadapan langsung dengan samudera Hindia.
Perairan Laut Andaman yang berada disebelah
Utara yang berhadapan langsung dengan Kota
Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang juga
sama memiliki tingkat kerawanan. Selain itu
perairan Selat Malaka disebelah Utara dan
Timur yang berhadapan langsung dengan Pidie,
Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe,
Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang juga
merupakan wilayah-wilayah rawan (RPJP Aceh,
2005).

Aceh memiliki sejarah geologis yang sangat
sering mengalami bencana gempa bumi dan
tsunami. Peristiwa tersebut dikarenakan provinsi



Aceh berada pada lempeng tektonik antara
lempengan Indo-Australia di Selatan dengan
lempengan Eurasia di Sumatera dan Jawa yang
merupakan lempeng aktif. Pusat gempa yang
terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 terletak
sekitar 150 kilometer di Selatan Kota Meulaboh.
Jarak yang tergolong dekat itu membuat
gelombang tsunami besar menghantam Aceh.

Sebelum terjadinya bencana tsunami,
provinsi Aceh juga merupakan provinsi termiskin
pada peringkat ke tiga di Indonesia dengan rata-
rata kemiskinan 28,4% dari 16,7 % rata-rata
kemiskinan di seluruh Indonesia. Namun, pasca
bencana tingkat kemiskinan di Aceh bertambah
parah yakni 32,6 % (World Bank, 2008).
Peningkatan kemiskinan itu terjadi disebabkan
karena kerusakan infrastruktur sosial yang
cukup tinggi sehingga membuat masyarakat
Aceh tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi
dan lainnya. Hal ini menandakan bahwa
kurangnya kemampuan pemerintah Indonesia
dalam membangun provinsinya sendiri terkait
dana dan sumber daya manusia sangatlah
terlihat. Maka dari itu pemerintah Indonesia
menerima beberapa bantuan luar negeri dari
beberapa negara dan organisasi internasional.
Salah satu negara yang memberikan bantuan
kepada Indonesia yakni Australia.

Pasca bencana tsunami di Aceh, berselang
beberapa Minggu Australia memberikan banyak
bantuannya. Pada awalnya bantuan yang
diberikan oleh Australia  berbentuk bantuan
darurat. Australia menanggapi serius
permasalahan ini dengan berkomitmen besar
untuk membantu pemerintah Indonesia dalam
membangun negaranya bukan hanya di Aceh
melainkan seluruh Indonesia. Komitmen itu
ditunjukan dengan memberikan bantuan luar
negeri (ODA) yang disalurkan melalui cara
bilateral.

Pada awal tahun 2005 Perdana Menteri
John Howard bertemu dengan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono untuk membicarakan
bantuan luar negeri dari Australia. Pertemuan ini
menghasilkan kemitraan yang bernama AIPRD
(Australia-Indonesia Partnership for
Reconstruction and Development). Kerangka
kemitraan AIPRD ini nantinya akan dikoordinir
oleh kedua negara dalam pelaksanaannya.
Kemitraan ini dilakukan sebagai bentuk
kerjasama bilateral untuk mengelola kegiatan
pembangunan di Indonesia khususnya Aceh.
Kemitraan AIPRD dilaksanakan selama lima

tahun atau jangka menengah senilai satu miliar
dolar Australia.

Adapun aktor pelaksana dalam
kemitraan AIPRD ini adalah AusAID. AusAID
merupakan agensi pembangunan nasional
Australia yang bertanggung jawab atas
pengelolaan bantuan luar negeri dari Australia.
Pada pelaksanaannya, kemitraan AIPRD akan
dilaksanakan dengan berbagai pihak atau
tender yang berada dibawah kontrak Australia.
Selain itu pada kemitraan ini hanya tender dari
negara Australia, Indonesia dan Selandia Baru
sajalah yang dapat bekerja (AIPRD Report,
2008). Australia juga akan bekerjasama dengan
beberapa departemen untuk memperlancar
kegiatan pembangunan. Departemen tersebut
seperti Departemen Luar Negeri dan
Perdagangan (DFAT), Kantor Kabinet dan
Perdana Menteri (PM&C), Departemen
Anggaran, Departemen Pertahanan, Polisi
Federal Australia, Departemen Transportasi dan
Layanan Regional, Departemen Imigrasi
(DIMIA), Lembaga Karantina dan Inspeksi
Australia (AQIS) dan Departemen Pendidikan,
Ilmu Pengetahuan dan Pelatihan (DEST)
(BAPPENAS, 2007).

Adapun beberapa permasalahan yang
muncul dari kemitraan ini seperti terkait sifat dari
aliran modal bantuan luar negeri. Sempat
terdapat penolakan dari DPR (Dewan
Perwakilan Rakyat) Indonesia terkait setengah
bantuan luar negeri Australia yang bersifat loan
aid (pinjaman lunak). Namun Bappenas sebagai
koordinator bantuan luar negeri dapat
menjelaskan bahwa syarat yang diberikan oleh
Australia sangatlah ringan. Selain itu juga jika
dilihat dari kerusakan yang diderita oleh
Indonesia yang cukup besar, maka bantuan luar
negeri sangatlah berguna untuk mempercepat
pembangunan di wilayah bencana. Jika ditinjau
dari pengalaman negara Jepang dan juga
International Financial Institution (IFI) bantuan
luar negeri sangatlah berguna bagi negara
berkembang dan negara miskin untuk investasi
infrastruktur jangka panjang ketika terjadi
sebuah bencana (AIPRD Report, 2008).

Pasca tsunami kegiatan pembangunan
melalui kerangka kerjasama AIPRD sudah
dilakukan oleh kedua negara di Indonesia.
Australia memberikan banyak bantuan kepada
Indonesia yang dituangkan pada berbagai
program. Program-program tersebut seperti
Dana Kemitraan Pemerintah (GPF) senilai A$
50 juta yang bertujuan untuk memperbaiki
pertumbuhan dan manajemen ekonomi. Selain



itu program Technical Assistance Management
Facility senilai A$ 26 juta yang bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan para ahli teknis
untuk membantu pengembangan dan
pelaksanaan kebijakan dibeberapa lembaga
ekonomi utama pemerintah Indonesia. Program
ini akan dilaksanakan diseluruh provinsi di
Indonesia termasuk provinsi Aceh.

Dalam mendukung transisi ke era demokrasi
Australia memberikan dana senilai A$ 10 juta
yang bertujuan untuk menata kembali layanan
pemerintah daerah Aceh. Program lainnya
adalah Australian Community Development and
Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS)
senilai A$ 19 juta. Program ini menitik beratkan
pada hubungan yang kuat antara masyarakat
dengan lembaga pemerintah dan lembaga jasa
layanan lainnya. Program lainnya yaitu Australia
Legal Development Facility (IALDF) senilai A$
22 juta. Kegiatan yang dilakukan seperti
melakukan peningkatan kapasitas lembaga lokal
yang ditunjukan untuk mendukung transisi ke
era demokrasi di Indonesia. Dengan melakukan
tindakan dimana Australia bekerjasama dengan
lembaga pemerintah Indonesia, lembaga
hukum, dan pengadilan serta Ormas (organisasi
masyarakat) yang bergerak dibidang hukum dan
HAM dalam mendukung agenda reformasi
hukum dan HAM yang senantiasa berkembang.
Selain itu bantuan lima tahun senilai A$ 6,5 juta
juga dilakukan untuk membiayai koalisi dengan
NGOs dalam melaksanakan pengawasan
pemilu provinsi, kabupaten dan kota madya di
seluruh Indonesia.

Australia juga memiliki tema pencapaian
lainnya yakni meningkatkan keamanan dan
stabilitas manusia. Adapun beberapa program di
dalamnya adalah seperti bantuan senilai A$ 10
juta untuk mengembangkan sistem pengelolaan
dan tanggap bencana alam Indonesia, termasuk
meningkatkan kapasitas tanggap bencana
organisasi lokal, dan kerjasama erat dengan
badan pengelolaan dan koordinasi bencana
Indonesia dan Australia. Selanjutnya program
rehabilitasi Aceh senilai A$ 151 juta yang
berfokus pada bidang kesehatan, pendidikan,
tata pemerintahan dan pemulihan kembali
prasarana penting milik umum.

Adapun tema pencapaian lainnya adalah
meningkatkan akses dan mutu jasa layanan
umum. Program ini senilai A$ 11 juta untuk
memberikan layanan persediaan air bersih dan
sanitasi yang aman, memadai, murah,

berkesinambungan dan dapat diakses secara
mudah untuk komunitas berpenghasilan rendah
dibeberapa provinsi. Selain itu Program
pendidikan dasar senilai A$ 300 juta yang akan
membantu membangun dan merehabilitasi
fasilitas sekolah didaerah miskin dengan
layanan dibawah standar, dan meningkatkan
mutu pendidikan melalui pelatihan guru dan
perbaikan manajemen pendidikan.

Terdapat beberapa sektor-sektor penting
yang digunakan oleh penulis sebagai indikator
penting untuk mempermudah melihat peranan
yang dimainkan oleh agensi pembangunan.
Sektor-sektor tersebut seperti kesehatan,
pendidikan, infrastruktur dan perumahan, tata
pemerintahan dan mata pencaharian. Dengan
melihat sektor tersebut maka penulis akan
menganalsis dan interpretasikan peranan yang
dimainkan oleh Australia dalam pembangunan
Aceh pasca bencana tsunami melalui kerangka
kerjasama AIPRD.

Pada kemitraan ini peranan umumnya yang
terdapat pada Australia yakni sebagai peranan
kepemimpinan (leadership roles). Peranan ini
terlihat dari diberikannya tanggung jawab penuh
atas kemitraan AIPRD oleh departemen luar
negeri dan perdagangan kepada AusAID untuk
menyusun strategi dan perancangan
pembangunan di Aceh. Peranan kepemimpinan
juga didukung dengan peranan pelaksanaan
(implementation roles) dimana AusAID memiliki
kemampuan khusus dalam melihat dan
melaksanakan suatu program dengan
penyusunan tim yang berdedikasi serta mampu
fokus dalam mencapai target-target dari strategi
pembangunan. Disini kemampuan dari agensi
pembangunan akan terlihat baik dalam
keterampilan manajemen dan keuangan serta di
bidang jasa seperti kemampuan untuk
merancang strategi dan menggunakan alat-alat
baru dengan cepat (OECD, 2009).

Pada sektor kesehatan, Australia banyak
melakukan pembangunan kembali atau
rekonstruksi rumah sakit dan lain sebagainya.
Pembangunan tersebut di akibatkan karena
tingkat kerusakan fasilitas umum di bidang
kesehatan sangat besar. Selain itu sumber daya
manusia dibidang kesehatan sekitar 10%
dinyatakan meninggal. Melihat berbagai
tantangan tersebut AusAID sebagai aktor
pelaksana dalam pembangunan di Aceh pada
kemitraan AIPRD ini merancang strategi yang
efektif dalam pembangunan berdasarkan isu-isu
yang ada di lapangan. Maka dari itu, adapun
peranan yang dimainkan oleh Australia pada
sektor kesehatan yakni peranan sebagai



fasilitator. Peranan ini dilatar belakangi oleh
kurangnya kemampuan pemerintah Indonesia
dalam melakukan pembangunan infrastruktur di
wilayahnya sendiri. Kekurangan itulah yang
dilihat oleh agensi pembangunan Australia untuk
membangun fasilitas penting di Aceh seperti
halnya pada infrastruktur kesehatan.

Peranan ini dibuktikan dengan dibangunnya
infratsruktur fisik Unit Gawat Darurat (UGD)
Rumah Sakit Zainoel Abidin, dan juga
membangun empat klinik kesehatan, serta
merekonstruksi akademi kebidanan. Dalam
meningkatkan kemampuan tenaga kerja di
sektor kesehatan maka Australia membangun
fasilitas pelatihan kesehatan bagi para
mahasiswa yang nantinya dapat ditempatkan
pada rumah sakit dan puskemas. Selain itu
Australia juga merenovasi laboratorium
lingkungan dan mikrobiologi, laboratorium gizi.
Adapula kegiatan pembangunan lainnya yakni
membangun gudang farmasi dan membangun
gedung administrasi utama di Sekolah Tinggi
Ilmu Kesehatan di Banda Aceh.

Adapun peranan lainnya yang dilakukan
Australia pada sektor ini seperti Peranan
sebagai pengembangan kapasitas (capacity
building) yang dibuktikan dengan memberikan
beberapa pelatihan bagi mahasiswa diploma
jurusan kesehatan yang nantinya akan
ditempatkan pada sektro kesehatan. Selain itu
peranan pelaksanaan (implementation roles)
juga terlihat dimana Australia memperbaiki
administrasi rumah sakit dan membuat
perencanaan dan penganggaran departemen
kesehatan serta menentukan strategi dan aksi
kesehatan ditahun 2008.

Pada sektor pendidikan Australia
mengalokasikan dananya dengan presentase
terbesar yakni 31% dari keseluruhan sektor. Ini
disebabkan karena permasalahan yang tinggi di
timbulkan karena tsunami dan konflik GAM.
Oleh karena itu, Australia melakukan beberapa
kegiatan untuk meningkatkan pertumbuhan
pada sektor pendidikan. Maka terlihat peranan
Australia seperti peranan pelaksanaan
(implementation roles) dengan dibuktikan dari
berbagai tindakan yang dilakukan terkait
kemampuan menyelesaikan permasalahan
(problem solving) sesuai isu-isu yang terdapat
dilapangan. Dengan menggunakan pendekatan
khusus dalam melaksanakan pembangunan di
sektor ini Australia mengajak masyarakat
setempat untuk ikut serta dalam membangun
sekolah mereka. Kegiatan seperti ini dapat

mempererat hubungan antara warga
masyarakat. Selain itu Australia menyusun
rencana strategis seperti melakukan penguatan
ataupun penyederhanaan administrasi dan
menyediakan pelayanan dalam meningkatkan
mutu pendidikan. Pada bidang pendidikan
peranan implementasi lainnya yang terlihat
adalah seperti perancangan program khusus
bagi para calon Guru dan Kepala Sekolah.

Terdapat pula peranan lainnya yakni
peranan fasilitator dengan menyediakan
infrastruktur penting di bidang pendidikan.
Kegiatan itu dibuktikan dengan merenovasi 84
sekolah, merekonstruksi 13 sekolah,
memperbaiki tiga fasilitas administrasi
pendidikan pada daerah dampak konflik, serta
merenovasi 43 sekolah dasar di daerah-daerah
yang terdampak oleh konflik.

Adapun upaya Australia lainnya dalam
meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya
dengan memfasilitasi bangunan saja, namun
terdapat pula peranan pengembangan kapasitas
(capacity building). Peranan ini dilakukan
dengan membuat program pelatihan bagi para
guru dan kepala sekolah, serta pelatihan bagi
1.000 anggota komite sekolah (40% wanita) dan
pejabat pendidikan pemerintah di daerah-daerah
yang terkena konflik. Selain itu untuk
meningkatkan kualitas pelayanan pengajaran
Australia melakukan pelatihan profesionalisme
1750 guru. Australia juga menyediakan
pelatihan dalam aktivitas yang menghasilkan
(produktif) bagi  231 anggota staf perempuan di
sekolah-sekolah Islam.

Pada sektor infrastruktur dan perumahan
tantangan bagi pemerintah Indonesia sangatlah
besar. Ini disebabkan karena kerusakan pada
sektor ini sebesar 85% atau hampir keseluruhan
infrastruktur dan perumahan hancur diterjang
gelombang tsunami. Adapun peranan yang
dapat dimainkan oleh Australia dalam sektor ini
yakni sebagai fasilitator dengan membangun
175 fasilitas umum seperti balai-balai desa serta
membangun pelabuhan utama Aceh di Ulee
Lheue. Terminal feri pun juga dibangun oleh
Australia untuk meningkatkan pertumbuhan
penduduk. Terdapat juga peranan Australia
dalam membangun lebih dari 1.200 tempat
tinggal dan membangun kembali batas-batas
lahan lebih dari 88.000 kavling.

Berbagai peranan lainnya yang dimainkan
oleh Australia seperti peranan pelaksanaan



(implementation roles). Dengan melihat
berbagai permasalahan seperti kecurangan
pada kegiatan pembangunan fisik infrastruktur
maka tim AusAID mensiasati permasalah
tersebut dengan menempatkan tim AusAID di
pemerintahan tingkat pusat hingga provinsi.
Selain itu membentuk tim untuk memonitor
program.

Peranan sebagai konsultan juga terlihat
dilakukan oleh Australia ini disebabkan karena
isu-isu kualitas bangunan yang kurang baik dari
donor lainnya. Maka Australia menaruh
penasehat pembangunan yang nantinya
memainkan peranan yang sangat penting dalam
membantu Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
(BRR). Terkait hal itu Australia juga melatih
dalam pengembangan kapasitas 2.300 anggota
masyarakat dari 204 desa.

Dengan dibangunnya pelabuhan dan
terminal feri di Aceh maka dapat menimbulkan
pertumbuhan dalam bidang ekonomi di
masyarakat Aceh. Hal ini disebabkan karena
pelabuhan dan transportasi laut sangat sering
digunakan masyarakat untuk mendistribusikan
barang dagangan dan transportasi sehingga
masyarakat mampu melakukan kegiatan
perekonomian kembali dan tentu saja ini akan
menciptakan pertumbuhan di Aceh. Ini
dibuktikan dengan sekitar 900 warga
menggunakan fasilitas ini pada tahun 2005, ini
juga menimbulkan munculnya mata pencaharian
baru di sekitar pelabuhan.

Tata pemerintahan merupakan sektor
keempat yang telah kita ketahui bahwa
pemerintahan di Aceh bisa dibilang sangat
buruk. Ini karena konflik yang membuat
lemahnya pelayanan masyarakat di Aceh. pada
sektor ini Autralia banyak melakukan peranan
seperti Peranan sebagai fasilitator dengan
membangun tujuh kantor kecamatan yang
berada di Aceh. Selain itu peranan sebagai
pengembangan kapasitas (capacity building)
banyak terlihat pada sektor ini pertama Australia
memberikan pelatihan bagi para pegawai yang
baru diangkat. Sebanyak 700 pemerintah
daerah dilatih untuk memperbaiki kualitas
pemerintahan. Australia juga melatih 2.300
orang sebagai pemimpin masyarakat (lebih dari
setengahnya perempuan) di 204 desa.

AusAID juga dapat meningkatkan kapasitas
dan kinerja pemerintah dan tata kelola dan
koordinasi. Seperti yang dikatakan oleh Tom

Fox dan Dave prescott (2004) bahwa agensi
pembangunan dapat meningkatkan kemampuan
atau kapasitas pemerintah. Salah satunya
menerapkan model pelayanan satu pintu di 51
pemerintahan. Selain itu dalam meningkatkan
koordinasi Australia memfasilitasi kegiatan
dengan bekerjasama dengan berbagai pihak
untuk melancarkan proses pemilu.

Banyak kegiatan yang mendukung peranan
Australia pada sektor mata pencaharian.
Kegiatan itu dilatar belakangi oleh
permasalahan yang ada seperti yang telah kita
ketahui bahwa sumber mata pencaharian di
Aceh adalah nelayan dan pertanian. Namun
pasca bencana cadangan ikan dilaut, kualitas air
tanah dan tanah menjadi sangat buruk. Maka
dari itu dapat terlihat peranan Australia untuk
mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu
peranan yang diberikan adalah sebagai
fasilitator dengan membangun infrastruktur
pendukung dalam mempercepat pertumbuhan di
bidang ini Australia merekonstruksi beberapa
tempat pembudidayaan utama di Aceh sebagai
pusat pelatihan. Selain itu, Australia juga
membangun laboratorium sebagai fasilitas
budidaya air teknis utama di Aceh.

Fungsi pengembangan kapasitas (capacity
building) juga  terlihat seperti memberikan
pelatihan tentang akuakultur, melatih 2.890 klien
bisnis diseluruh Aceh dan juga melatih 81
pekerja dibidang pertanian. Peranan tata kelola
dan koordinasi juga memberikan peranan
penting dalam sektor ini dengan
mempertemukan produsen lokal dengan para
investor asing, Australia dapat menjadi
perantara antara pihak asing dan lokal di Aceh.
Peranan ekonomi pun juga dimainkan pada
sektor ini dengan melakukan pemerataan
ekonomi kepada seluruh masyarakat tak
terkecuali mantan kombatan GAM.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat
disimpulkan bahwa Peranan Australia adalah
sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai aktor
yang membangun segala infrastruktur dan
perumahan. Peranan governance and co-
ordination yang berfungsi memfasilitasi kegiatan
dalam hal koordinasi untuk mencapai tujuan
strategi pembangunan dan mengatasi
kesenjangan yang ada antara pihak swasta dan
publik. Ada pula leadership roles yakni seluruh
bentuk dari berfungsi untuk mendorong dan



menyusun strategi rencana jangka panjang dan
visi pembangunan di Indonesia khususnya
Aceh. Terdapat juga capacity building atau
terkait dengan fungsi pengembangan kapasitas
masyarakat dengan memberikan pelatihan
terkait skill / kemampuan masyarakat, dan juga
terdapat implementation roles yakni segala
bentuk peranan dari skill tim kerja Australia yang
menonjol dalam mencapai strategi
pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat
Aceh. Terakhir economic roles yakni Australia
berfungsi sebagai aktor yang menciptakan
kegiatan perekonomian dengan membangun
asset-aset tertentu.

Dari keseluruhan pembangunan di Aceh
dapat disimpulkan bahwa peranan Australia
mengutamakan pada pembangunan yang dapat
memicu pertumbuhan dibidang perekonomian
dan pemerintahan. Dalam memperhitungkan
strategi pembangunan dibeberapa sektor
tersebut Australia memiliki peranan
kepemimpinan yang mampu melihat celah
kekosongan pada setiap program yang
dilakukan oleh donor lainya. Peranan
kepemimpinan dapat didukung dengan adanya
kemampuan terkait skill AusAID dalam
menentukan dan merencanakan arah
pembangunan. Dapat disimpulkan pula tindakan
dari Australia yang menyeimbangkan
pembangunan fisik seperti gedung dan
prasarana pendukung dengan pelatihan-
pelatihan untuk pengembangan kapasitas.

Adapun kendala yang dihadapi pada
proses pembangunan Aceh pasca tsunami yakni
pada pendistribusian bantuan, konflik
separatisme, banyaknya sumber daya manusia
yang tewas dan tindakan korupsi. Namun
seluruh tantangan tersebut mampu diatasi oleh
pemerintah Australia dengan menggunakan
pendekatan-pendekatan melalui isu pendidikan,
gender dan pemberdayaan masyarakat,
sehingga perdamaian dan kesejahteraan
masyarakat Aceh dapat tercipta.
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